
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor4286);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Naruna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karirnun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Nomor4880);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
ada saat ini;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perkada yang
mengatur megenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah;

BUPATI SIAK,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TENTANG

PERA TURAN BUPATI SIAK
NOMOR 59 TAHUN 2021

PROVINSI RIAU

BUPATI SIAK

Mengingat:

Menimbang:



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertan ggungiawab an , dan pengawasan Keuangan Daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

4. Bupati adalah Bupati Siak.

3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
terdiri atas Bupati dengan Perangkat Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pasa11

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

MEMUTUSKAN:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2016
Nomor 518);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1752);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2020 Nomor 6;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2020 Nomor 6);



23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbuinya kewajiban.

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggaran.

21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah
milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah darr/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah terse but dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang periu dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dad pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.



36. Kinerja adalah Keluaran /Hasil dari Program/Kegiatan /Sub Kegiatan yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

35. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang
diharapkan dari suatu Kegiatan/Sub Kegiatan.

34. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari
Kegiatari/Bub Kegiatandalarn 1 (satu) Program.

33. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan/Sub Kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program
dan kebijakan.

32. Kegiatari/Bub Kegiatan Tahun Jarnak adalah kegiatanzsub kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jarnak.

31. Kegiatarr/ Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
rnanusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
rnenghasilkankeluaran dalam bentuk barang/jasa,

30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKASKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPDatau dokurnen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASadalah
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatarr/sub kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



48. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM
GUadalah dokumen yang digunakan untuk penerhitan surat perintah pencairan
dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti UPyang telah dibelanjakan.

47. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
Behan pengeluaran DPASKPDyang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai
Kegiatan/Sub Kegiatan.

46. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran OPASKPD.

45. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang
muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak
cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

44. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran
Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan surat perintah membayar langsung.

43. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
Kegiatan/Sub Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah Zunit
satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

42. Surat Pennintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPO adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

40. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPASKPDadalah dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja SKPDatau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar
seluruh Pengeluaran Daerah.



62. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah un sur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

60. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

59. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara.

58. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

57. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

56. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

55. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang­
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten
Siak.

54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

52. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

50. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
Beban pengeluaran DPASKPDkepada pihak ketiga.

49. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan LS dan UP.



78. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

77. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
intern (audit intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah.

75. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan ,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

76. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

74. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.

73. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

70. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

71. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Kegiatanj Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

72. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

69. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

64. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program/ Kegiatan.

65. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

66. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

67. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBDdan tugas lainnya.

68. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

63. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.



PengelolaKeuangan Daerah;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Penyusunan Rancangan APBD;
Penetapan APBD;

BABI
BABII
BABIII
BABIV

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

(1) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
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90. Jaminan Kematian (JKM)adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat
kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

88. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

89. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan
kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan
cacat.

85. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

86. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsure pendapatan-LO,
beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional,
surplus/ deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-Lo;

87. Hari adalah hari kerja.

84. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.

83. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BASadalah daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah.

82. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPDadalah
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

80. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip­
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

81. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan
dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun
antar entitas.

79. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan penerimaan
dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
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Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014
Nomor50);

b. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016
Nomor92);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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(3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan dan Penatausahaan;
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;
Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
Badan Layanan Umum Daerah;
Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
Informasi Keuangan Daerah; dan
Pembinaan dan pengawasan.

BABV
BABVI
BABVII
BABVIII
BABIX
BABX
BABXI
BABXII
BABXIII
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A. AKUNTANSI PEMERINTAB DAERAH

1. Ketentuan Umum
Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan mengakornodasi arsitektur
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pernerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah
terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem
akuntansi.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh
Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintahan daerah. SAPDtersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur
PengelolaanKeuangan Daerah.
Berdasarkan Pasal 185 sampai dengan Pasal 188 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77
Tahun 2020, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) KebijakanAkuntansi Pemerintah Daerah
2) SAPD
3) Bagan Akun Standar (BAS)untuk Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan.

c. Kebijakanakuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas

unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan
dalam penyajian pelaporan keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, danl atau pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAPatas:
a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam

BAD VII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAB DAERAH
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SAP
b) pengaturan yang lebih rinei atas kebijakan akuntansi dalarn

SAP
d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke
dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem
akuntansi SKPD.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Laporan Operasional
4) Laporan Perubahan Ekuitas
5) Neraca
6) Laporan Arus Kas
7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berilrut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi

dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD,sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten
Siak.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas
akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

d. SAPDpada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur
identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

e. SAPDpada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur
pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas keIja konsolidasi,
dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan
Peraturan Menteri.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyusunan KebijakanAkuntansi Pelaporan Keuangan

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
khususnya:
a) PSAP01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b) PSAP02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
c) PSAP03 tentang Laporan Arus Kas
d) PSAP04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
e) PSAP11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
f) PSAP12 tentang Laporan Operasional
g) PSAP13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan

Umum
h) IPSAPdan Buletin Teknis SAPterkait pelaporan keuangan.

2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun
melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian
dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan
keuangan di pemerintah daerah.

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
hannonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pemyataan pada
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

b. Penyusunan KebijakanAkuntansi Akun
1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa

peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah
Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
a) PSAP05 tentang Akuntansi Persediaan
b] PSAP06 tentang Akuntansi Investasi
c) PSAP07 tentang Akuntansi AsetTetap
d) PSAP08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
e) PSAP09 tentang Akuntansi Kewajiban
f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Tidak Dilanjutkan

g. Bagan Akun Standar (BAS)merupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan.

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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g) IPSAPdan Buletin Teknis SAPterkait akun
2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:
a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan

metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan

yang lebih rinei atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya.
c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP

namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah

3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu
memperhatikan:
a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah

terkait.
b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas

aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, dan penerimaarr/pengeluaran pembiayaan yang
ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan dan PSAP.

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, pengaturan
lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke
dalam dokumen kebijakan akuntansi.

c. Penyusunan SAPD
1) Tim Penyusun SAPDmelakukan pemahaman atas proses bisnis

pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan
keuangan daerah.

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPDrnengidentifikasi
prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang hams dibuat.

3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak memiliki
peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang
diinginkan

4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAPdan kebijakan akuntansi terkait.

6) Tim Penyusun SAPDmenyusun langkah teknis. Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan
pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak
tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain itu, diberikan
ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan
akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang
membutuhkan pencatatan.

7) Penyusunan SAPO ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

d. Pelaksanaan SAPDdi Entitas Akuntansi
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3. Dokumen Terkait

Bagian 1- Pencatatan Transaksi dan Kejadian

1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data
anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,dan DPA-SKPD.

2) PPK-SKPDmencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan­
LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
pendapatan.

3) PPK-SKPDmencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4) PPK-SKPDmencatat akuntansi pemhiayaan berdasarkan data yang
dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan ,
belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan
ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikasi t\Transaksi dan Kejadiari

1) PPK-SKPDmelakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya
telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPDmemindahkan data
transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

2) PPK-SKPDmenghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan
integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan
keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku
Jumal yang juga ditampilkan secara elektronik.

e. Pelaksanaan SAPDdi Entitas Pelaporan
1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jumal

penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/ atau
jumal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja kerja
konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasi.



- 344-

*) :Untuk akun-akun komponen LRA

Tangal Uralan , . Ref Debit .Kredit Saldo
: .

SKPD
KODE RfKENING
NAMA REKENING
PAGUAPBO·)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BUKU BESAR

b. Ilustrasi Format Buku Besar

• ·., ......... u ..........

Tanceal
Nomor

Kode Rekening Nama Rtkenlng Debit K.redit. B~lctl

SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BUKUJURNAL

a. Ilustrasi Format Buku Jumal
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B. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 189 sampai dengan Pasal 193 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020, pelaporan keuangan pemerintab daerah diatur sebagai
berikut:
a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh
entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan
SKPDselaku entitas akuntansi.

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
selaku PAsebagai entitas akuntansi paling sedikit rneliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Operasional;
3) Laporan Perubahan Ekuitas;
4) Neraca; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kod. NeracaSaJdo NeracaSeldo NtIlCllSlido Nt.. SIIdo JLmlI.liminasi NtrIcISIIdo

RtiGIrin, Nal'lll Rlllni". SXPDA SKPOB SKPOdst SKPICD Ptmda
D K 0 K 0 K D K D K D K

I

:

-1

I
I

c. Ilustrasi Format Kertas KerjaKonsolidasi
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e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Laporan Operasional
4) Laporan Perubahan Ekuitas
5) Neraca
6) Laporan Arus Kas
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diajukan
kepada DPRD.

k. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

1. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD
bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui
PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan SKPD untuk bulanan berupa Laporan Realisasi
Anggaran.

m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PPKDmenyusun dan menyajikan laporan keuangan bulan an
dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeridan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD

dilampiri dengan Surat Pemyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pe1aksanaan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan
kebutuhan penyajian infonnasi, PPK-SKPDmenyusun:
a) Neraca Saldo.
b) Jurnal Penyesuaian Akhir Periode
c) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
d) Jumal Penutupan
PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jumal penyesuaian
akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup
dan laporan keuangan terkait.

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
menyusun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b) Laporan Operasional (LO)
c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
d) Neraca

3) Berdasarkan LRA,LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK­
SKPDmenyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) PPK-SKPDmenyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun
kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPDyang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang rnenjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pemyataan kepada Bupati. Pada saat yang
bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD
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b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri dengan surat pernyataan BUDyang menyatakan pengelolaan
kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar
akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

d. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran.

e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk sernesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca.

f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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3. Dokumen Terkait

untuk proses konaoliclasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian 1- Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi
Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur
sesuai banyaknya SKPDdan SKPKDsebagai alat untuk menyusun
Neraca Saldo Gabungan SKPDdan SKPKD.

2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD
dan Neraca Saldo SKPKDke dalam kertas kerja konsolidasi.

3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa
jumal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RKPPKD
dan RKSKPD.Jumal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam
kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di
entitas akuntansi.

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo
SKPKDserta jurnal eliminasi.

Bagian 2 - Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi
menyusun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Konsolidasi
b) Laporan Perubahan SAL
c) Laporan Operasional (LO)Konsolidasi
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e) Neraca Konsolidasi
f) Laporan Arus Kas

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi
darr/ atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah disusun kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.

4) Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBDyang rnenjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistern pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

5) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
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.........................
Kode Rekenlnc Nama Rekeninc Jumlah

Debit Kredlt

SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
NERACA SALDO

Per Tanggal .

a. Ilustrasi Format Neraca Saldo
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IDalam Rupiah)
UnIan An_jg_ann Realisasl % Reali sasi

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASU DAEAAH

Pendapatan Pajak Daerah
PendClp;ltln Retribusi Daerah
Peooap;ltan Hasil Pe~elolaan Kekaytliln Daerah ytlng Di~sahkoln
L;}in -lain PADyang sah

Jumlah Pendapatan AslIDaerah
lJMlAH PENDAPATAN

.mAt!JA
BELANJAOPERAS!

Belanja Pegawai
Selanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Operas!

BHANJA MODAL
Belanja MooalTalklh
8elanja Mooal PeIdl;}tan dan Mesin
Selanja Mooal Gedung dan Bangunan
Selan~ Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Selanja Mooal Aset Ienp LainlT«J
Belanja Mooa IAset LainlT«J

Jumlah Belanja Modal
.lJMlAH BElANlA

SURP LUS/DE FISfT

PEMERINTAHKABUPATEN SIAK
SKPD •.•..............•

LAPORANREALISASIANGGARANPENDAPATAN DAN BElANJA DAfRAH
UNlUK TAHUN YANG BfRAKHIR SAMPAt DENGAN 31 DEUBER 20ll dan 2OXO

b. Ilustrasi Format Laporan Keuangan SKPD
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(DlllIIn Rup I"

Uralln lOU 2OXO
KenIIkan/

"ID 'M~~

K~GIATAN Q~ERASJONAL
~ENDAPATAN

PENDAPATAN ASlI DAERAH
Peroapata n Pc!ia k uae rah'
Peooapatan Retribusi Daerah

Jumlah pendapatan Asil Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

nw1
BEBAN OPERASI

Beban PegCJll.lai
Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Operas!

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Be ban Penyus utan Percllata n dan Mes in
Beban Penyusutan Gedung dan BanguRiln
Beban Penyusutan Jalan, lrigasi, dan Jaringan
seban Penyusutan Aset Ietap lainnya
Bebao PenyusutanAset ldinrrya
Beban Armrtisasi Aset TakBerwujud

1Imlah Beban Penyusuun din Amorllsasl
JUMLAH BEBAN

SURPLuslDEFlsrr LO

LAPORAN OPERASIONAl

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ZOX! din 20XO

SKPD .

PEMERINT AH KABUPATEN SIAK
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EKUITAS
EKUlTAS
Surplus/Oefisit-LO
Ekultas Untuk Dlkonsolldaslkan

JUMLAH KEWAJlBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENOEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PfK)
Pendapatan Oiterima Dimuka
Utang Belar!ia
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajlban Janaka Pendek

JUMLAH I<EWAJIBAN

ASETTETAP
Tanan
Peralatan dan I\I1esin
Gedung dan Ba~unan
Jatan, Irigasl, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pene;erjaan
Akurnulasi Penyusutan

Jumlah AsetTetap

ASET LAINNYA
Tagihan JangkaPanjang

Taginan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset TielakBel"l/'ol\Uud
Akumulasi Pel¥JSutanAset Lainnya

Jumlah Asel Lalnnva
JUMLAHASET

AS.EI.
ASETLANCAR

Kasdan Setara Kas
Kas eli Bandahara Pengeluaran
Kasdi Bendahara Penerimaan

Piutang Paja~
Piutang Retrlbusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar [)jm~a
Persediaan

Jumlah A5et Lanear

20><1 20><0Ural an
JDelemRu_Rlal'll

I\ERACA
PER31 DESEMBER20><1.dan 20><0

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SKPD .
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i
;

I
!
I
I

PENDAHULUAN
BAB) Pendahuluan

1.1 Maksuddan tujuan penyusunanlaporan keuanganSKPD
1.2 Landesan hukumpenyusunan laporan keuangan SK?D
1.3 Sistematika penulisancatatan etas laperan lceuanganSKPD

BAS II Ikhtisar pencapaian kinerja keuarcan SKPO
2.1 Ikntisar realisasi pencapaiantarget Idnerja keuanganpemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yans ada daJampencapaiantargetyana telah ditetapkan

BABIII Penjelasan pas-paslaporan keuanganpemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuanganpemerintah

daerah
3.1.1 Pendapatan- LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan- L.O
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 EkuitasDana

3.2 PenSungkapanatas pes-pas aset dan kewajiban yang timbul sehubungandengan
penerapanbasis akrual atas pendapatandan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapanbasis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yangmenggunakan
basis akruaI pada pemerintah daerah

BABIV Penjelasanatas informasi-informasi nonkeuanganSKPD
BASV Penutup

CATATANATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUKTAHUN YANG BERAKHIRSAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20Xl

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SKPD .

jDalam Rupiah)
Uraian 20Xl 20XO

Ekuitas Awal
SurplusjDefisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan KebijakanjKesalahan Mendasar:
Sisa lebih/Kurang PembiayaanAnggaran (SilPA/SiKPA)

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
lain -Iain

Ekuitas Akhir

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SKPD .

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODEYANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20Xl DAN 20XO
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lDaiam RuDiahI
UlIlan AAllaran Rsallsasl " Ralltul

I!EIlIIlAI!l\MIlI
PENOAPATAN ASLl OAERAH

Pendapatan pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelclaan Kekayaan Ollerllh ya~ OipsaH<an
tarn- lain PAD yang sah

Jumlih Pendapatan AsII oa.ah

PENOAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSfER PEMERINTAH PUSAT . DANA PElIMBANGAN
Dana Bag; Hasfl
D,ma ..aIcbsl Umum
Dana .IIIokasl Khusus - Rsik
DClna..aIoklisl Khusus - Non Rslk

Jumlih P8II4I~tan Tra,u'. Dana P.lmbanpn

PENOAPATAN TRANSFERPEMERINTAH PUSAT - LAJNNYA
Dana InsenUt Oaerah
Dilna Otonaml Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa

Jumliioh Pefldapatan Tran.er Pemerlntah PUlat ·lalnnya

PENOAPATAN TRANSFERANTAl! OAERAH
Pendapatan 8agl Hasil
Bantuan Keuanga n

JumJah Pefldapatan Tramfer Antar Daerah
Tolal P8Ildapatan Tran.er

LAt-l -LAIN PENDAPATAN DAEIIAHYANGSAH
Pendapatan Hlbah
pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lalmya

Jumlah lain . lain penilapalan Ourah yanl Sah
AlMLAH PENOAPATAN

JIflAWA
8ELANJA OPERASI

BeianJa Pegawal
Belanja Bara~ diIInJasa
Belanja 8ul"4!iI
Belanja SUbsldi
Belanja Hlbah
Belanja 8artuan sosral

.IumlBh Belcln);! Operas'

BELANIAMODAL
Belanja Modal Tanah
BeianJa Modal Peralatan dan Mesln
Belanja Modal Gedung dan BiIIl"4!unan
Belanla Modal Jalan, Ingils;, dan Jar1n~an
Behnja Modal ASet Tetap Lalnnya
Belanja Modal ASet Lalnnya

Jumlah Belan,lil Modal

LAPORANREAUSASIANGGARAN PENDAPATAN DAN 8ElANJA DAERAH
UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPAI DENGAN31 DESEMBER20)(1 dan 20XO

PEMERINTAHKABUPATEN SIAl(

SKPKD...•..............

C. Ilustrasi Format Lap 0ran Keuangan SKPKD
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PEN~LUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dali Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga I(euangan BanI<
Pembayaran Pinjamal'l dan Lembasa Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Oblil!as; Daerahl
Pemberian Pinjam2ln Daerah

Pengelua ran Pembi ayaan Lainnya
Juml.h P.ns.lu.r.n Plmbl.Ylln

PEMBIAYAAN NETTO

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengl!uMan SILPA
Pencai ran Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Cipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah • Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Peneri maan Pinjaman Daerah - Lembas a Keuang an Bank
Peneli maan Pinjaman Daerah • Lembas a Keuang an Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah· Masyarakat (Obligasi Daerah}
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Oaerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Juml'h Plnlrlm .. n Pambllyaln

$URPLU$/DEFISJT

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan I(euangan antar Daerah KabupaO!n/Kotl!
Belanja Bantuan I(euangan Kabupaten/Kot3 ke Daerah Pt-ovin$i
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten!Kotakepada Desr:a'- -+ +-__ + -t

luml'h B.I,nl' T",nlf.r
JUMLAH 8ElANJA

BELANJA TAK TERDUGA
Selanja Tak Terckisa

Juml.h B.I.nl. hk T.. d~I'
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(~.m 1\'lIh,h)

Urillan :lOU 2OXO
l(enailran! 0,6

_Penurunan
KfGIATAN OPf lIAS !ONAL
IPfNllAlIATAN

PEMOAPATANA5L1DAERAH
PendapatenPajakDaerah
PendapatanRetribosl Daerah
PendapatanHasll Pe~elolaan KekayaanDaerahva ~ Olpisahkan
Lain· lain PADyang sah

Jumlah PlI!fldapatan Asi Daerah

PEfliDAPATANTRANSfER
PENI)NIAl~ TRAMSKR PEMERINTAHPUSAT· DANA PERIMBAN~N
Dana Sagl Has,l
DanaAlokasi Umurn
DanaAloltasi Khusus. Flslk
Dana Alokasl Khusus• Nco Flslk

Jumlah PlI!fldapatan Transfer Dana Pl!I'imbanpn

PENDAPATANTRANSFERPEMERINTAHPUSAT· LAIIIINYA
Dana Insentlf Daerah
Dana Otonoml KhuslJs
Dana Kestimewaan
Dana Oesa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerlntsh PUSilt· Lainn,a

PENDAPATAHTRANSfERANTARDAERAH
PendapatanSagl Hasil
BantuanKeU81"¬ an

Jumlah Pendapatan Trilnsfer Antsr Daerah
Total Pendapatan Trilnlier

LAIN· LAIN PENDAPATANDAEIlAHYANGSAH
PendapatanHlbah
PendapatanDana Oarurat
Pendapatan l.S!n~

Jumlah Lain· lain Pendapalan DaesahyanS sail
JUMLAHPENDAPATAft

JlfIlAII
BlBAN OPE~I

Bebao Pegawal
Beban 8ara~ dan Jasa
Beball Bunga
BebanSUbsiti
Beban Hlbah
Seban Bantuan Sosial

Jumlah Behan oper.Jsl

BlBAN PENYUSUTANDAN AMOAnSASI
Beben PenyusutanPeralatan dan Mesin
Beball PenyusutanGeciJngdan Ba~unan
BebanPenyusutanJalan, Irigasl, dan Jaringan
Beban PenyusutanAset Tetap Lainnya
8eban PenyusutanAset Lalnllya
8eban Amortlsasl AsetTakSerwujud

Jumlah Beban penyuwtan dan Amort($asi

IAPORAH OPERASlOfliAL
UNTUI( lAHUN YANGBUAIIIR SAMPAJ OENGAN310ESEMBER 410.11dan 2010

PEMERINTAH KABUPATEN SIAl<

SKPKD ..
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8E8AN TRANSFER

Beban Basi HlIsfi
Beban Bantuan Keua"an

Suml.h 8.1>." Tr.nl'"

IlEBANTAl(TEROUQA
8eban TakTerdl.8a

lum'lh B.I>.n Tile T.,.du ••
JUMLAH BEaAN

SURPLUS/D£FtSITDARtOPf:RASI

~UaI!!I1I5lQEfISIIilaal "ESiAIar:l (lI ct:I CfEBA5ICflIIH
SURPLUSNON OPERAStONAL

Surplus Penjualan/Pertl.okaran/Pelepasan Aset No"I taocar
Surplus Penyelesliian Kewajiban Ja"ka Panjar@
Surplus dari I(egietan Non Operasicnal Lainnye

IIIm,.h Surplu, Non Op",,'an.1

OEFISITNON OPERASIONAL
aensit Penjualan/PerrukaratVPel epa san Aset Nor Lancar
OeFisit Penyelesaian KewaJiban Jareka Panjare
Oefisit dan Kesiatan Non Operasion,,1 Lainnya

luml.h Oellift Nan Operldlonll
JUMLAItSIJRPLUS/OI!:FISITOARIKEGIATANNONOPERASIONAL

SURPLUS/OEFI51TSf:BELUMPOS LL:ARBIASA

e~ LI.IABliAS!
PENDAPATAHLUARBIASA

Pendap"tan LUQrBiass
I"ml.h P."d,pltln L"•• Br••

BEBAHLUARBIASA
Seban war Biasa

luml." Bel" Lua. al••
POS LUARBIASA

SURPLUS/OEFI5fTLO I
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(D,llm Rupiah)
Ural.n 20Xl 2OJ(O

ASET
ASETlANCAR

Kasdan SetaraKas
Kasdi Kas Daerah
Kasdi Bendahara Pe~eluaran
Kasdi Bendahara Penerimaan
Kaslainnya
SetaraKas

tnvestasi JangkaPendek
Piutang Pajak
Piuta~ Retribusi
Piutall8 Hasil Pergelolaan KekayaanDaerahyans Dipisahkan
Piutang Lain-lain PADyans Sah
PiutangTransfer Pemerintah Pusat
PiutangTransfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
PenyisihanPiutang
BebanDibayar Oimuka
Persediaan
Aset Untuk Dikcnsolidasikan

Jumlah Aset lan~r

INVESTASIJANGKAPANJANG
Investasi Non Permanen

Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMO
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam ProyekPembangunan
DanaBergulir
Jumlah Inltelt.lr Non Perman fin

Investasi Permanen
PenyertaanModal Pemerintah Daerah
Investasi - PemberianPinjaman Daerah
Juml.h Investilsi Parmanen

Juml.h Inv.stasl Janik. P.nj.nc

ASETTETAP
Tanah
Peralatandan Mesin
Gedungdan Bangunan
Jalan, lrigasi, dan Jarill8an
AsetTetap lainnya
Konstruksidalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tet.p

NERACA
PER31 DESEMBER20Xl dan 2OXO

PEMERINTAH KABUPATEN SIAl<

SKPKD ..
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EKUIlAS
EKUITAS
Surplus/D eflslt-lO

AlMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJBAN DAN EKUlTAS

KEWAIBAN JANGKA PANJANG
utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada lembaga KeuanganBank
Utang kepada lerTbaga KeuanganBukanBank
utang kepadaMasyarakat (Obligasi)
Premium(Oiskonto) Obligasi
Jumlah KewlJban Jilngka PanJilng

JUMLAH KEWAJlBAN

KEWAflRAN

KEWAJlBAN JANGKA PENDEK
utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
UtangBunga
Utang Pinjarmn Jangka Pendek
Bagian lancar utang Jangka Panjang
PendapatanDiterima Dimuka
utang Belanja
utangJangka Pendek lainnya
Jumlah KewlJban JilngtcaPendek

ASET lAINNYA
Tagihan JanglG Panjang

Taglhan Penjwlan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraandengan Pihak ketlga
Aset Tak Berwujud
Aset lain -lain
AkumulasiAmortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi PenyusutanAset Lainnya

.kImlah Aset Lalnnya
JUMLAH ASET

DANA CADANGAN
Danacadangan

.lImlah Dana cadangan
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PENDAHULUAN
BASI Pendahuluan

1.1 Maksuddan tujuan penyusunanlaporan keuanganSKPKD
1.2 Landasanhukum penyusunanlaporan keuanganSKPKD
1.3 Sistematika penulisancatatan atas laporan keuanganSKPKD

BABII Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganSKPKD
2.1 Ikhtisar reallsasi pencapaiantarget kine~a keuanganpemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala ya ng ada dalam pencapaian tar8et ya ng telah ditetapkan

BASIII Penjelasanpos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dan penjelasan dari masing-rrasing pos-pos pelaporan keuanganpemerintah

daerah
3.1.1 Pendapatan· LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan- LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapanatas pos-posaset dan kewajiban yang timbul sehubungandengan
penerapanbasis akrual atas pendapatandan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapanbasis kas,untuk entitas ak~tansVentitas peJaporanyang mengg'-'1akan
basis akruaI pada pemerintah daerah

BABIV Penjelasanatas informasi·informasi nonkeuanganSKPKD
BABV PenutuJ)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SKPKD .
CATAlAN AlAS LAPORAN KEUANGAN

UNlUK TAHUN YANG BERAKHIRSAMPAI DENGAN 31 DESEMBERlOXl

(Dilam Rupiah]
Uraian 20X1 20XO

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Peruoahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-lain

Ekuitas Akhir

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SKPKD ..

lAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIRSAM PAl DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO
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I DiI lam Rupiah)
Uraian Annaran Realisilli % Reallsali

ID.e ....... AnATA'"

PENDAPAT AN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapata n Re4:ribusi Oaerah
Pendapatan Hasil Pengelclaan Kekayaan Daerah yang Dlplsali<an
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan AlIi Daerah

PENDAPATAN TRANSFeR
PENDAPATAN TRANSfER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Ba8i Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana AJokasi Khusus - Fisik
Dana AJokasi 1<husus- Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfef Dana Perimbangan

PENDAJlATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -lAiNNYA
Dana Insertif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa

Jumlah Pendapatan Tran,fer Pemerintlh Pusat - ta innya

PENDAPATAN TRANSFER ANT AR DAERAH
Pendapata n 8 agi Hasi I
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antlr Durah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENOAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lalnnya

Jumlah Lain -lain Pendapatan Oaerah yang Sah
JUMlAH PENDAPATAN

.llI!.AWa
IIEIANJA OPERASI

Selar;s Pegawai
Belarla Barang clan Jasa
Belaria Bunga
Belaila Subsid
8ela~a Hibah
Belarla Bartuan Soslal

Jumlah BeianJa Operasl

BEIANJA MODAL
8elarlia Modal Tanah
Belaila Modal Peralatan dan Mesin
8elar1a Modal GedtJ'18dan Bangunan
8el3ri3 Modal Jalan, lri~asi. dan Janngan
Belails Modal Aset Tetap Lainnya
Belaila Modal Aset lainnya

Jumlah lIelanla MGdal

LAPORAN REAlISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElAl'tJA DAERAH
UNTUKTAHUN YANG BERAKti. SAMPAI DENGAN 31 DESEMSER20X1 dan 20XO

P£MERINTNi KAaUPATEN SIAl<

c. Ilustrasi Format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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BELANJA TAl( TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Juml_h Btllnll hk r.dUII

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah KabJpaten!Kota
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten!Kota IceDaerah PrC'linsi
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa

Juml'h Bel,nJI Trlnsfer
JUMLAH BElANJA

SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SllPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan i

Penerimaan Pinjaman Daerah· Pemerintah F\isat I
Penerimaan Pinjaman Daerah· Pemerintah Daerah lain
Penerimaan Pinjaman Daerah • Lemb~a Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah • lembaga Keual'lan Bukan Bar*
Penerimaan Pinjaman Daerah • Masyarakat IObligasi Daerahl
Penerimaan Kerroali Pemberian Pinjaman Daerah
Penerimaan Pembiayaan lainnya

Jumlilh P",erimil;1n Pembiaynn

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dan Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dan lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dan Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumllh Penetlulrln Ptmblaylln
PEMBIAYAAN Nmo

SI.. Lebrh Pembllllian Anu_ran
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IlII1I111IUl1ah1

Uralan :ml EI0
!Cenaibnl

'l6PenUfunan.. nnr ..u .....

ID':lInADA'1l1l

PENDAPATAH ASlI OAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Rebibusi Daerah
Pendapatan HasUP~elolaan Ksavaan Daerah ya~ Di~sahlcan
Lain - lain PADya~ sah

Jumlah Pendapatan Alii ~erah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAIII TRAJISFERPEMERnnAH PUSAT- DANA PERIMBANG\N
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Urnum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana AJokasi Khusus • Non Flsl~

Jurnah Pendapatan Transfer ~ Plfinba,.an

PEIllDAPATAN TRANSfERPEMERINTAHPUSAT-IMNVA
Dana Insentif Daerah
Dana otonomlKhu5uS
Dana Kestlme,yaan
Dana aesa

Jumlah Pendapatan Transer Pemerintah PUitt - Lalnnya

PENDAPATAN TRANSfERAN TARDAERAIi
Pendapatan Bagi HasiI
Bantusn KeIla~an

Jumlah PerUlapatan Tranlfer Antar Dilerah
Tatal Pendapatan Transfer

lAIN - LAIN PENDAPATAH DAERAIi YANGSAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pl'Ildapatan lainnya

Jumlah taln- lain Pendapatan Dilerah ranll sah
JUMLAH PEIllDAPATAN

.BEMH
SEW OPERASI

Bellan P~awal
Bellan Barq dan lasa
Beban BUl'@a
Beban Subsiii
Beban Hibah
Beben BantuanSosial

Jumlah Behan Operasi

SEDAN PENYUSUTANMN AMORTMSI
Bellan Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan GedJ~ dan 8angunan
Seben Penyusutan Jalan, Ingest, dan Jar1f'¬ 3n
Beber! Penyusutsn Aset TElap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban lImartisasl Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyu!iJtan dan Amortisa9

SEBAN TIWISFER
Beban Bagi Hasil
Beben Bantuan K.eu~an

Jumlah Beban Tramter

PEMERINTAH
KABUPATENSIAK

lAP ORAIII OP ERAS1011Ai
I.W lU!CTAH~ YANG 8ERAKHIRSAMPAI Dl:NGAN 31 DESEMBER~11 dan DO
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&lBAN TAl TERDUGA
Beban TakTerduga

luml.h Bebln T•• T.du ••
lJMLAH BEBAN

SURPlUS/OEFISIT WI OPERASI

S!JR~W5t'bEA5[ DA8I K~iAIAN t:lON O~£RA5IONAL I
SURPLUSNON OIIERASIONAl

SUrplus Penjualan/Pertukaran/Pelepesan Aset Non Linear
SUrplus Penyelesaian Kewojiban Jan6ka Panjang
SUrplus dari Kegiatan Non Opetasional Lainoya

lIml.II Surplus Non Opwasional

DERSITNON OPERASIONAL
I Oefisit PenjualanjPenukal3n/Pelepesan Aset Non LanearI
I

Oefisit Penyelesaial1 Kewajiban Jangka Panjall8I ,
Defisi! dad Kegiatan Non Operasional Lainnya

lunal.h Deft .. Non Openslonal
lJMLAH SURPW5/OERSITDARl KECiATANNON OPERASIONAl I

SURPLUS!DEFI51TSEB£l.UMPOS WAR BIA~

~05 WAR lHASA
PENDAPATANLUAR IIIASA I

Pendapatan war Biasi!
lIml,h Pend ..... luvB!au

BEHAN LUAR BlASA
I
i

Beban war Biasa i
lIml.h Beb.n tll.r 81••

POS lUAR BIASA

SURPlUS/DfFISIT LO
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Daiam Rulli.h}
Uralan 20)(1 20)(0

Alll
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas dl Bendahara Penerimaan
Kas dl BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapi tasi pada FKTP
Kas Lalnnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek
Plutang Pajak
Plutang Retribusi
Piutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Otptsahken
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Plutang Lainnya
Penyislhan Piutang
Beban Dlbayar Dimuka
Persediaan

Jumlah AiE:t L.nelr

INVESTASI .MI.NGKAPANJANG
Investasi Non Permanen

Investasl kepada BUM\!
lrvestas: kepada BUtvD
Irvestast dalam Obltgest
trvestas: dalam PrC'y'ek Pembangunan
Dana Bergullr

Juml.h Invilstul Non Permlnen
Investasi Permanen

Penvertaan Modal Pemerintah Daerah
Irvestasl - Pemberian Pinj aman Daerah

Jumllh Investall Permanen
Jumlah InvestllSl Janik. Plnjln,

ASETTETAP
Tanah
Perala tan dan Mesln
GeMg dan Bangunan
Jalan, lrtgast, dan Jaringan
Aset Tetap Lalnnya
Konstruksl dalam Pengerjaen
Akumulasl Penyusutan

Jumlah Alet Tetag

NEAACA
PER 31 DESEMBER2DXl II.n 21J)(Q

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
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AJMLAH KEWAJBAN DAN EKUITAS
JUMLAH EKUITAS

EKUITAS
EKUITAS

KEW.YBAN ~NGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajlban Jan." Panjans

AJMLAH K£WAJBAN

KEWA'BAN
KEWAJIBAN ~NGKA PENOEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lanca r Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek lainnya
Jumlllh Kewajiban janik. Pendek

.lIMLAH ASET

ASETLAINNYA
Tagiha n Ja ngka Panjang

Tagfha n Penjuala n Angsuran
Tuntutan Gaoti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
AsetTak Berwujud
Aset lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset llllnn,1I

DANA CADANG\N
Dana Cadangan

Jumllh Oene Cedengen
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IDalam Rupiah)
Uraian 20Xl 20XO

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

LAPORAN PERUBAHAN SALCO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20XO

IDalam Rupiah)
Uraian 20X1 20XO

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kuroolatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasa r:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
lain -lain

Ekuitas Akhir

PEMERINTMt KABUPATEN SJAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODEYANG BERAKHIRSAM PAl DENGAN 31 DESEMBER20Xl DAN 20XO
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(D:llam Rupi ....'
Urll.n 20Xl 2DXO

ABUS KAS pARI AKDEITAS OPERASI

ARUS MASUK !<AS
Penerimaan Pajak Daerah
Penertmaan Retribusi Daerah
Peneri maan Hasll Pergelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan
Penerimaan Lain· lain PADya~ sah
Penerlmaan Dana Bagi Hasil
Penerlmaan Dana AlokaSI lknum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus . Flslk
Penertrnaan Dana A10kasl Khusus . Non Flstk
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Kelstlmewaan
Penerlmaan Dana Desa
Penerl maan Bag! Hasil dan Pro.'InSI
Penerimaan Bantuan Keual"@an
Penerlmaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan dari Penclapatan Lainnya

Jumlah Arus M••uk Ka,
ARUS KELUAR KAS

Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsldl
Pembayaran Belanja Hlbah
Pembayaran Belanja Bantuan Sostal
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran BelanJa Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten!r<ota
Pembayaran BelanJa Bantuan Keuangan ke Daerah PrOVlnsi
Pembayaran BelanJa Bantuan Keuangan kepada Desa

J'-Imll'lh Ana Keluu Kas
ArulKu Ber5ih dIrt Aktlflt •• OperIs!

ARUS KAS DABI AKTlflTAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Perjl.alan atas Tanah
Perjl.alan etas Peralatan dan Mesin
PenJualan atas Gedul"@dan Bangvnan
Penjualan atas Jalan, lngast, dan Jartngan
Perj ualan Aset Tetap Lainnya
Penjualan Aset Lalnnya
Hasi I Perjualan Kekayaan Lain yang Dlplsahi<an
Penerimaan Peliualan Investasi Non Permanen

Jumlah ANI Muuk K"

PEMERINTAH KABUPATEN
SIAK

lAPORAN ARUS ICAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20XD

MElODE LANGSUNG
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)(enaikan/Penurunan Kas
Seldo Awal Kss
Saldo Akhlr J(as

ABUS KASDAB!AKII8TAS TRANSITOBIS
ARUS MASUK KAS

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFI<)
Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUARKAS
Pengeluaran Perhitl.llgan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Berslh darl Aktlfltas Transltoris

ABUS KASDAB!AKIIATAS PENPANMN
ARUSMASUK KAS

Penerimaan Pinjaman Daerah . Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah . Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah· Lembaga I(euangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah -Lernbaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pitiaman Daerah

Jumlah NUS Masuk Kas
ARUS KEWAR KAS

Pembayaran Pillaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pillaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pi~aman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pitiaman Daerah

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus KasBerslh darl Aktlfitas Pendanaan

ARUS KEWAR !CAS
Pembentlican Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan 8angl.rlan
Perolehan Jalan, ~gasi. dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap LaiMya
PerolehanAset Lainnya
Penyertaan J\..1odalPemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian IrNestasi NonPermanen

Jumlah Arus Keluar l<as
Arus Kas Bersih darl Aktlfltaslnvestasl
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PENDAHUlUAN
BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 La ndasan hukum penyusunan taparan keuangan pemerintah daerah
1.3 Sistematika penulisan catata n atas laporan keuangan pemerinta h daerah

BABII Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomimakro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BABIII lkhtisar penc.apaiankinerja keuangan pemerintah daerah
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian ta rget kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target va ~ telah diteta pkan

BAB IV Kebijakanakuntansi
4.1 Entitas akuntansi I entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basisakuntansi vans mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

pernerintah daerah
BABV Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerinlah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan dari masinB-masing pas-pas pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Selanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
S.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapanatas pas-pas aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

BABVI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BABVII Penutup

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERJNTAH KABUPATEN SIAK



- 371-

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1. Ketentuan Umum
Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDsebagai berikut:
a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

b. Selain melarnpirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedornan penyusunan
Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan
diatur lebih Ianjut dengan peraturan Menteri.

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati
bersama DPRDuntuk mendapat persetujuan bersama.

d. Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

e. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

g. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

h. Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta 1ampirannya
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRDtidak
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

BABVID

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PE.RTANGGUNG-JAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 77 Tabun 2020, Peraturan
Bupati ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDdan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDadalah sebagai berikut:
a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

b. Gubemur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban

a. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRDpaling lambat 6 [enam] bulan
setelah tabun anggaran berakhir.

2) Bupati dan DPRDmelakukan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan
pimpinan DPRD.

4) Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDberdasarkan
hasil pembabasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

b. Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD saat tidak tercapai
persetujuan bersama.
1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan
Daerab tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

3) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menguji
kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD,darr/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

d. Dalam hal Gubemur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-iawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.

e. Dalam hal Gubemur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dany atau
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD
dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati,
Gubemur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
danj'atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan
Menteri.

h. Proses penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi
aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik
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Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah adalah
sebagai berikut:
1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan

kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.

7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan
peraturan perLlndang-undangan.

9. Bupati dapat melalrukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perulndang-undangan.

BABIX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAB

2. Ketentuan Pelaksanaan

1. Paling lambat 3 (hari) setelah Persetujuan Bersama dengan DPRD,
Bupati mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

2. Gubernur selalru wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3. Gubemur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
Bupati.

4. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah dit indaklanjuti , Bupati menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
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Berdasarkan Pasal 205, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020, ketentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati
menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUDdalam Perkada yang dilaksanakan
oleh pejabat pengelola BLUD.

3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi:
a. penyediaan barang dan Iatau jasa layanan umum;
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi danj atau

layanan kepada masyarakat; dan/ atau
c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum.
5. BLUDmerupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola

untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUDyang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BLUDmenyusun rencana bisnis dan anggaran.
8. Laporan keuangan BLUDdisusun berdasarkan SAP.
9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis

BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemerintahan yang bersangkutan.

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUDyang bersangkutan.

11.Pendapatan BLVD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUDsesuai kebutuhan.

12.Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLVD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
BLUD.

BABX
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.
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A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
ketentuan urnum terkait Penyajian Inforrnasi Keuangan Daerah adalah
sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan inforrnasi keuangan daerah dan

diumumkan kepada masyarakat.
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit mernuat informasi

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan

Daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

BABXII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah
sebagai berikut:
1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik
langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian
dimaksud.

3. Ketentuan mengenai penye1esaian kerugian daerah berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penggantian kerugian.

4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang rnengatur
mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

BABXI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
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1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Pasal 215 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020,
ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah,

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi.

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4. Infonnasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan
wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai
berikut:
1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan
kondisi darr/ atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut
perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen
menjadi aliran data dan infonnasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi
pada hal-hal sebagai berikut:
a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara

elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada
setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat
disampaikan secara elektronik melalui tarnpilan (user interface) dalam
sistem yang memadai.

c. Integrasi antar sistem yang rnemungkinkan transfer data dan
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

3. Penerapan SPBEdalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal­
hal sebagai berikut:
a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya digital

di semua lapisan pengelola keuangan daerah.
b. Pengernbangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan

penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah,
pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan
pelaksanaan sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS)
Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:
1) Laporan Operasional (Statement of Operations)
2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic Flows)
3) Neraca (Balance Sheet)
4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas
S) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah
b. Pemerintah Kabupaten Siak menyampai Laporan Statistik Keuangan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka
konsolidasi statistik laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaterr/Kota di lingkup Daerah Provinsi Riau.
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Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan
setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan
mewujudkan PengelolaanKeuangan Daerah yang efektif,efisien, dan transparan.

Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan umum pembinaan dan pengawasan
sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional

dikoordinasikan olehMenteri.
2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah

Kabupaten Siak dilaksanakan oleh:
a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
b. Bupati bagi perangkat daerah.

3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan
pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan
Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah
daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses
pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan
norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pe1aksanaan evaluasi kinerja
dimaksud, sebagai berikut:
a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan rnelalui

pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/ atau penelaahan dokumen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur
dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem
pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAN DAN PENGAWASAN
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8. Pemerintah Daerah menerapkan sistern pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Penerapan sis tern pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi darr/ atau kapasitas Pemerintah Daerah.

10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sis tern pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling
sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pernerintah Daerah;

b. penyusunan rencana kerja SKPD;

c. penyusunan anggaran;

d. pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f. akuntansi dan pelaporan; dan
g. pengadaan barang dan jasa.

11.Sistern pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan
daerah dikelola dalam satu data melalui sistern inforrnasi pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12.Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

13.Dalam hal Pemerintah Daerah tidak rnenerapkan sistern pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, rnenteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan darr/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.


